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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemenuhan hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh PT. Naviri Multi 

Konstruksi di Kabupaten Malaka tidak  terpenuhi.  Hal tersebut dapat dilihat dari: 

Bahwa secara yuridis hak-hak pekerja sudah diatur di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah, akan tetapi perusahaan tidak 

menjalan aturan yang sudah dibuat dan disini juga perusahaan tidak memberikan 

hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak seperti uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima dengan alasan 

dari perusahaan bahwa tidak ada lagi proyek yang berjalan serta perusahaan 

mengurangi karyawan akibat covid-19. 

5.2. Saran 

Bagi pemerintah ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan pengawasan 

terhadap perusahaan PT.Naviri Multi Konstruksi Kabupaten Malaka dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan yang tidak mengikuti 

peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan PT.Naviri 

Multi Konstruksi Kabupaten Malaka agar dalam pelaksanaanya lebih berfokus 

pada aturan yang ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait dengan 

terjadinya PHK terhadap karyawan yang tidak mendapatkan Uang pesangon, 
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uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak yang diterima. 

Sehingga kedepannya perusahaan lebih memperhatikan pemenuhan hak pekerja. 
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